
 72 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis dapat 

menjawab rumusan masalah pada Bab 1, yakni: 

a. Skimming, sebuah tindak pidana akses tidak sah dengan metode skimming 

merupakan bentuk baru pencurian dengan menggunakan alat elektronik 

bernama skimmer yang dapat membaca dan menyalin data dalam kartu 

ATM tanpa terdeteksi disembunyikan di sekitar slot mesin ATM. Dengan 

adanya data dan mengetahui nomor PIN dari kartu ATM tersebut, pelaku 

dapat menduplikasikan data ke kartu kosong dan menggunakannya untuk 

melakukan transaksi sehingga merugikan nasabah dan bank. Berdasarkan 

unsur-unsur dalam perbuatan skimming, dapat diklasifikasikan bahwa 

skimming termasuk dalam bentuk akses ilegal, yang diatur dalam Pasal 30 

Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian 

hukum untuk tindak pidana skimming sama dengan perkara pidana lain, 

yaitu dilakukan pemeriksaan atas pengaduan atau laporan dengan alat bukti 

yang ditemukan. Dengan pemeriksaan tersebut, pelaku dapat diproses di 

pengadilan dan diberikan hukuman yang sesuai jika terbukti telah 

melanggar pidana.  

 

b. Terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada 

pelaku skimming, yaitu pertanggungjawaban pidana dan 

pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku 

skimming didasari oleh Pasal 30 UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai 

akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik dan terbagi menjadi 

3 ayat. Pasal 30 ayat (2) merupakan pasal yang sesuai dengan unsur 

perbuatan skimming, karena pelaku menggunakan sebuah alat bernama 

skimmer yang dapat membaca dan menyalin data dalam kartu ATM 

nasabah, saat data tersebut diterima, pelaku dapat menggunakan data 

tersebut untuk dimasukkan ke sebuah kartu kosong, sehingga pelaku dapat 

melakukan transaksi seperti penarikan uang dan pembayaran menggunakan 
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kartu palsu tersebut. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal 30 ayat (2) 

terdapat dalam Pasal 46 (2) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 7 

tahun dan/atau denda paling banyak 700 juta rupiah. 

 

Pertanggungjawaban perdata dalam hal perbuatan skimming pada umumnya 

ditujukan kepada bank selaku pelaku usaha yang menyimpan dana milik 

nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum. Bank dapat memberikan 

ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming, 

dengan memperhitungkan segala kerugian baik kerugian materiil dan 

immateriil nasabah.  

 

Dalam sisi pertanggungjawaban secara administrasi, tidak ada pengaturan 

yang mengatur hubungan antara perbuatan skimming dan sanksi 

administrasi. Maka, hanya pertanggungjawaban pidana dan 

pertanggungjawaban perdata yang penulis bahas dalam penulisan hukum 

ini. 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang 

perlu dilakukan, yaitu: 

 

a. Bank perlu meningkatkan keamanan untuk melindungi produk 

perbankan yang rawan menjadi target kejahatan menggunakan 

teknologi yang semakin canggih. Beberapa cara untuk melindungi 

nasabah dan bank dari kejahatan tersebut adalah bank dapat 

meningkatkan keamanan dan kesadaran masyarakat dalam 

melakukan transaksi perbankan. Kerja sama dengan pemerintah pun 

diperlukan dengan tujuan untuk mengharmonisasikan peraturan dan 

kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah guna mendukung 

pencegahan terjadinya skimming dan kejahatan lainnya. 

 

b. Diperlukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur 

mengenai perlindungan hak privasi, saat ini telah ada Rancangan 
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Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat 

menjadi dasar hukum atas permasalahan terkait hak privasi di 

Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang ini akan mengisi 

kekosongan hukum dan diharapkan dapat diimplementasikan 

bersama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  
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